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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan
hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasululah SAW yang
menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik fid dunia wal
akhirah. Amma ba’du.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur
dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti),
SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan
oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan
melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi
dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari
ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa semua
perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti),
termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan
kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally
driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan
tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen
SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3)
Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan
dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap
kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan
misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang
telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses
penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019
Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
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1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan
entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi
dan berjiwa entrepreneur

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan
inovasi

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi

4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan
pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam
dan Kemuhammadiyahan

5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good governance.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan
menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

BPH

Rektor

Wakil Rektor Bidang Keuangan
Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
BAK

Dekan

N
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Definisi Istilah

Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain
(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara
efektif, yang menekankan pada sumber belajar.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya
biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya
bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.

Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah,
jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis,
dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.

Pernyataan Isi Standar

UMSurabaya harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan
pendidikan.

UMSurabaya harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai
bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
UMSurabaya harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

UMSurabaya harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber
diluar SPP mahasiswa.

UMSurabaya harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang
sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan.
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UMSurabaya wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan
biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program
studi.

UMSurabaya wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka
perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada
standar biaya operasional.

UMSurabaya wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya
pendidikan tinggi setiap akhir tahun.

BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar
biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah,
jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau
kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

UMSurabaya wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang
sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

Strategi Pencapaian Standar

UMSurabaya mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
UMSurabaya mengoptimalkan alumni dan filantropis.

UMSurabaya optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar

pembiayaan.

Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama Target Capaian

DOP (Dana Operasional Pendidikan)
Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun
(dalam juta rupiah)

DOP > 20 juta

Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun

DPD > 10 juta

Rata-rata dana PkM dosen (DPKMD)/ tahun dalam 3 tahun
terakhir.

DPKMD > 5 juta

Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi
seluruh  kebutuhan akan penyelenggaraan program
pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar

Rata-rata butir tentang
Profil Dosen, Sarana, dan
Prasarana > 3,0
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perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma | Dana dapat menjamin

keberlangsungan
pengembangan tridharma
3 tahun terakhir serta
memiliki kecukupan dana
untuk rencana
pengembangan 3 tahun
ke depan yang didukung
oleh sumber pendanaan
yang realistis.

Masa Kketerlibatan secara penuh semua unsur dalam
perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Minimal 6 bulan sebelum
akhir tahun berjalan.

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan | 100 %.
penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan
pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan | 100 %
mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang | > 80%
berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara
ekonomi.
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun > 50 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per | > 30 juta

tahun

Alokasi biaya investasi pendidikan

> 20 — 30 % setiap
tahunnya
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Dokumen Terkait

Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

1) SOP penyusunan anggaran.

2) SOP MONEYV pelaksanaan anggaran pendidikan.

3) SOP Audit Keuangan.
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